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 Abstract: Perencanaan dan penganggaran sarana prasarana 
serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan merupakan 
aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan 
berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi 
kebijakan perencanaan formulasi penganggaran yang efektif 
melalui pendekatan Basic Equal Share dan anggaran proporsi. 
Metode Basic Equal Share memberikan alokasi anggaran dasar 
yang sama kepada setiap kelurahan guna menjamin pemerataan 
pelayanan publik, sementara anggaran proporsi dialokasikan 
berdasarkan kebutuhan, jumlah penduduk, luas wilayah, serta 
tingkat permasalahan sosial dan ekonomi yang ada. Pendekatan 
penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis 
kebijakan perencanaan dan penganggaran pada tingkat 
kelurahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi antara 
alokasi dasar yang merata dan alokasi proporsional mampu 
meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat 
pembangunan sarana prasarana, serta mendorong partisipasi 
masyarakat dalam program pemberdayaan. Strategi ini juga 
membantu pemerintah daerah dalam menciptakan sistem 
penganggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif 
terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, penerapan formulasi 
penganggaran berbasis Basic Equal Share dan anggaran proporsi 
dapat menjadi alternatif kebijakan yang strategis untuk 
mendukung pembangunan kelurahan yang berkelanjutan, 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat 
pemberdayaan masyarakat secara partisipatif 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan di tingkat kelurahan merupakan bagian penting dari upaya 
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan 
pembangunan daerah. Kelurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan 
masyarakat memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, 
terutama terkait penyediaan sarana prasarana dan pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat. Namun dalam praktiknya, proses perencanaan dan penganggaran di tingkat 
kelurahan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, 
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ketidakseimbangan alokasi dana, serta belum optimalnya sistem formulasi penganggaran 
yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional. 

Sebagai gambaran umum bahwa Kota Bogor memiliki luas wilayah sebanyak 11.850 
Ha, jumlah penduduk 1.072.548 jiwa dengan 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan 800 RW serta 
3.636 RT, jumlah kasus stunring sebanyak 3.936 jiwa, Jumlah keluarga pra Sejahtera 
sebanyak 69.178 yang tersebar di Kota Bogor. Dari kondisi data tersebut, menggambarkan 
bahwa setiap kelurahan yang ada di Kota Bogor memiliki permasalahan yang bebannya 
berbeda-beda Misalnya karena luas wilayah, jumlah RT dan RW, jumlah kasus stunting, 
jumlah penduduk miskin (Pra Sejahtera) dan sebagainya, sehingga perlu ada dukungan yang 
propesional dan seimbang dalam penanganan permasalahan-permasalahan tersebut.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 
Hasil Verifikasi, Validasi Dan Ii{Ventarisasi Pemutakhiran Klasi Fikasi, Kod Efikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mengakomodir 
program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terlaksananya Pembangunan sarana 
prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui : 
• Program   : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 
• Kegiatan  : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 
• Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 
• Keluaran  : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbang 

kegiatan tersendiri, sehingga memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk 
mengajukan pembangunan melalui tahapan Musrenbang, tetapi pada prakteknya usulan 
masyarakat hanya sedikit sekali yang terakomodir karena faktor penganggaran yang tidak 
seimbang antara kebutuhan dengan pagu yang diberikan oleh Kecamatan, maka diperlukan 
alternatif atau metode yang bisa memberikan harapan kepada warga untuk terakomodirnya 
usulan. 

Sebagai dasar penganggaran dalam kegiatan pembangunan saran prasarana dan 
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana 
Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, yang tercantum 
dalam BAB III pasal 10 poin 2 menyebutkan bahwa Anggaran untuk daerah kota yang tidak 
memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 5% 
(lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Kota 
Bogor dalam pengaggaran kegiatan tersebut idealnya bisa mencapai rata-rata Rp 
75.000.000.000/tahun, sehingga tinggal bagaimana metode pendistribusian anggaran 
tersebut secara proporsional dan seimbang sesuai dengan kondisi masing-masing 
kelurahan. 

Dalam proses Perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam proses 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) salah satunya melalui Musyawarah 
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Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingat 
Kota  

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan adalah forum 
musyawarah tahunan di tingkat kelurahan untuk membahas dan menyepakati rencana 
pembangunan daerah yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi kecamatan hingga 
kota dengan tujuan  
1. Menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan. 
2. Menentukan prioritas program/kegiatan yang paling dibutuhkan warga. 
3. Menyelaraskan rencana masyarakat dengan program pemerintah daerah. 
4. Menjadi dasar usulan pembangunan pada Musrenbang tingkat kecamatan. 

Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan terdiri 
dari:  
• Lurah/Unsur Kelurahan 
• Unsur Kecamatan 
• Perwakilan Perangkat Daerah terkait 
• Ketua RW dan Ketua RT 
• Anggota Dewan masing-masing Dapil 
• LPM 
• PKK 
• Karang Taruna 
• Tokoh Masyarakat /tokoh agama 
• Perwakilan kelompok Perempuan 
• Perwakilan pemuda 
• Perwakilan Forum anak 
• Perwakilan sekolah 
• Perwakilan Puskesman 
• Dunia usaha setempat 

Hasil akhir dari proses Musrenbang tersebut adalah Daftar  Prioritas Usulan Kegiatan 
Pembangunan Kelurahan dengan jumlah usulan antar kelurahan berbeda-beda sesuai 
dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta Tingkat kebutuhan wilayah masing-
masing yang dibagi menjadi empat Bidang yaitu Bidang Pembangunan Fisik, Bidang 
Pembangunan Sosial, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Bidang Pembangunan 
Pemerintahan. Adapun aktivitas dari masing-masing bidang Adalah sebagai berikut : 

Bidang Pembangunan Fisik dalam Musrenbang Kelurahan adalah kelompok usulan 
yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana (infrastruktur) 
di lingkungan Masyarakat meliputi Perbaikan jalan lingkungan, Peningkatan/pengaspalan 
jalan, Pembangunan jalan setapak, Pembuatan saluran air (drainase), Perbaikan rumah 
tidak layak huni (RTLH), Penerangan jalan umum (PJU) dan lain sebagainya. 

Bidang Pembangunan Sosial dalam Musrenbang Kelurahan mencakup usulan 
kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek 
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan. Seperti Pelatihan 
keterampilan kerja (menjahit, komputer, dll.) Kegiatan posyandu (balita & lansia), 
Penyuluhan kesehatan dan gizi, Pencegahan penyakit (stunting, DBD, dll.), Pelatihan bagi 
ibu rumah tangga (UMKM, kerajinan), Perlindungan anak dan sosialisasi hak anak, 
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Pembinaan karang taruna, Pencegahan kenakalan remaja dan lain sebagainya 
Bidang Pembangunan Ekonomi dalam Musrenbang Kelurahan berfokus pada 

upaya meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan ekonomi Masyarakat 
meliputi : Pelatihan kewirausahaan, Pendampingan usaha (manajemen, pemasaran), 
Bantuan modal usaha kecil, Pelatihan kerja (menjahit, tata boga, bengkel, dll.), Bantuan bibit 
dan alat pertanian, Pengembangan kelompok tani/ternak dan lain sebagainya. 

Bidang Pembangunan Pemerintahan dalam Musrenbang Kelurahan mencakup 
kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, 
serta kapasitas aparatur dan kelembagaan di tingkat kelurahan. Meliputi : Pengadaan sarana 
pelayanan (komputer, printer, dll.), Digitalisasi layanan administrasi kelurahan, 
Penyederhanaan prosedur pelayanan, Pelatihan perangkat kelurahan, Pembinaan RT/RW, 
Penguatan LPM, PKK, Karang Taruna, Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dan lain 
sebagainya.  

Hasil pembahasan Musrenbang Kelurahan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kelurahan) berupa daftar usulan prioritas pembangunan dari masyarakat di tingkat 
kelurahan untuk tahun perencanaan berikutnya. Secara umum, isi hasil pembahasannya 
meliputi beberapa poin utama seperti: Daftar Usulan kegiatan, Skala prioritas, Rencana 
Lokasi dan volume kegiatan, pembagian kewenangan dalam hal ini mana yang menjadi 
kewenangan kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah, kemudian dibuatkan Berita Acara 
serta dibuat penunjukan perwakilan delegasi untuk membawa usulan hasil Musrenbang ke 
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota. 

Dalam pembagian kewenangan Kelurahan mempunyai kewenangan untuk 
mengakomodir beberapa usulan yang tidak diusulkan ke Tingkat Kecamatan maupun 
Perangkat Daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD melalui kegiatan Sarana 
Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selama ini diberikan pagu oleh 
Kecamatan selaku Perangkat Daerah, sehingga banyak kelurahan yang usulan hasil 
Musrenbang banyak yang tidak terakomodir dikarena pagu yang diberikan tidak sesuai 
dengan kebutuhan.  

 
Anggaran untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 

selama ini masih menggunakan pendekatan anggaran proporsi, yaitu metode 
pengalokasian dana berdasarkan persentase tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya 

Selama ini  dalam prakteknya pagu anggaran berdasarkan persentase missal 
anggaran untuk sarana dan prasana sebanyak 70 persen dan anggaran pemberdayaan 
Masyarakat 30 persen Pembagian tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya 
mempertimbangkan kebutuhan riil dan dinamika permasalahan di masing-masing 
kelurahan dengan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah 
Kelurahan 

Dampak dari pendekatan ini adalah alokasi anggaran menjadi kurang fleksibel, 
usulan prioritas masyarakat hasil Musrenbang tidak selalu terakomodasi optimal, potensi 
ketidaktepatan sasaran program dan kegiatan yang didanai belum tentu menjadi kebutuhan 
paling mendesak,  

Anggaran untuk kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat 
kelurahan menggunakan pendekatan Basic Equal Share, yaitu metode pengalokasian 
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anggaran dengan cara memberikan pagu dasar yang sama (merata) kepada setiap 
kelurahan tanpa membedakan kondisi, luas wilayah, jumlah penduduk, maupun tingkat 
kebutuhan masing-masing wilayah 

 
Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin adanya pemerataan alokasi anggaran 

antar kelurahan sehingga setiap wilayah memperoleh kesempatan yang sama dalam 
melaksanakan pembangunan, baik fisik (sarana prasarana) maupun nonfisik 
(pemberdayaan masyarakat). 

 
Penggunaan pendekatan Basic Equal Share dalam pengalokasian anggaran sarana 

prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menimbulkan beberapa dampak 
sebagai berikut: 

Dampak Positif: Kurang mencerminkan kebutuhan riil (Setiap kelurahan memiliki 
kondisi dan permasalahan berbeda, sehingga alokasi yang sama tidak selalu sesuai dengan 
kebutuhan lapangan) Potensi ketimpangan hasil Pembangunan (Kelurahan dengan 
kebutuhan besar bisa kekurangan anggaran, sementara yang kebutuhannya kecil justru 
berlebih), Kurang efektif dan efisien (Anggaran berpotensi tidak digunakan secara optimal 
karena tidak berbasis prioritas.) serta Terbatasnya ruang prioritas (Usulan hasil 
Musrenbang yang mendesak tidak selalu dapat diakomodasi karena keterbatasan pagu yang 
sama) 

Dampak Posisitif : Menjamin pemerataan anggaran (Semua kelurahan mendapatkan 
alokasi dana yang sama), Mudah dalam perencanaan dan penganggaran (Proses penentuan 
pagu lebih sederhana dan transparan.) Mengurangi potensi kecemburuan antar wilayah 
(Karena tidak ada perbedaan alokasi yang mencolok) 

Pendekatan Basic Equal Share memberikan keadilan dari sisi pemerataan, namun 
belum mampu menjawab kebutuhan spesifik masing-masing kelurahan, sehingga perlu 
dikombinasikan dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan prioritas pembangunan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian mengenai strategi kebijakan 
perencanaan formulasi penganggaran sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat 
kelurahan melalui pendekatan Basic Equal Share dan anggaran proporsi. Kajian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model penganggaran yang lebih efisien, 
efektif dan berkeadilan dalam mendukung pembangunan kelurahan serta meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.  
 
LANDASAN TEORI 

Menurut Abe (2005), perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
penyusunan tahapan kegiatan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, baik 
pemerintah maupun masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk 
mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan 

Mardiasmo (2018), penganggaran sektor publik merupakan suatu proses 
perencanaan keuangan yang digunakan oleh organisasi publik untuk mengalokasikan 
sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 
Dalam konteks pemerintah daerah, penganggaran menjadi bagian dari sistem pengelolaan 
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keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) 

Mulyasa (2011), sarana adalah segala sesuatu yang secara langsung dapat 
digunakan sebagai alat atau perlengkapan untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana biasanya 
berupa fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti peralatan, 
perlengkapan kerja, dan fasilitas pelayanan masyarakat. 

Kartasasmita (2016), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pengembangan potensi, pemberian akses 
terhadap sumber daya, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menentukan 
masa depan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Konsep ini 
menekankan bahwa pembangunan yang berhasil harus melibatkan masyarakat secara aktif 
dalam setiap tahapannya. 

Basic Equal Share merupakan salah satu pendekatan dalam formulasi 
penganggaran yang memberikan alokasi dana dasar yang sama kepada setiap unit wilayah 
atau lembaga tanpa memperhatikan perbedaan kondisi wilayah tersebut. Pendekatan ini 
bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam distribusi anggaran sehingga setiap 
wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan program pembangunan 
dasar. 

Mardiasmo (2018), anggaran proporsi adalah mekanisme pembagian anggaran 
yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat 
kemiskinan, kondisi sosial ekonomi, atau tingkat kebutuhan pembangunan. Pendekatan ini 
bertujuan untuk mencapai keadilan alokasi sehingga wilayah dengan kebutuhan lebih 
besar mendapatkan alokasi lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan kebutuhan relatif 
lebih rendah. 

Menurut Harvey S. Rosen dan Ted Gayer (2014) dalam Public Finance, distribusi 
anggaran pemerintah harus mempertimbangkan prinsip keadilan (equity), yang salah 
satunya dapat diwujudkan melalui pembagian sumber daya secara merata kepada setiap 
individu atau wilayah. Prinsip ini menjadi dasar konseptual dari pendekatan Basic Equal 
Share, di mana setiap unit pemerintahan memperoleh bagian anggaran yang sama sebagai 
bentuk perlakuan yang adil. 

Selanjutnya, Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (1989) dalam Public 
Finance in Theory and Practice menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama keuangan publik 
adalah fungsi distribusi, yaitu bagaimana pemerintah mendistribusikan sumber daya untuk 
mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan pembagian sama rata (equal 
sharing) dipandang sebagai salah satu mekanisme sederhana untuk mencapai pemerataan, 
meskipun belum tentu efisien dalam menjawab kebutuhan yang berbeda antarwilayah. 

Menurut Howard A. Frank (2006) dalam Public Financial Management, 
pendekatan alokasi anggaran yang bersifat seragam (uniform allocation) sering digunakan 
pada tahap awal perencanaan sebagai bentuk baseline budgeting. Pendekatan ini 
memberikan alokasi dasar yang sama kepada setiap unit organisasi guna menjamin 
keberlangsungan pelayanan publik minimal 

Sementara itu, Anwar Shah (2007) dalam kajiannya tentang fiscal equalization 
menyatakan bahwa distribusi anggaran yang merata antarwilayah merupakan salah satu 
strategi untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Namun demikian, ia juga menekankan 



 331 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.6, No.1, Juni 2026 
 

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

bahwa pendekatan pemerataan murni perlu dilengkapi dengan indikator kebutuhan dan 
kapasitas fiskal agar alokasi menjadi lebih adil secara substantif, bukan hanya administratif. 

  Lebih lanjut, dalam perspektif teori keadilan, John Rawls (1971) melalui 
konsep A Theory of Justice menjelaskan bahwa keadilan sosial dapat dicapai melalui prinsip 
kesetaraan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama atas sumber daya. Prinsip ini 
menjadi landasan filosofis bagi pendekatan Basic Equal Share, meskipun dalam praktiknya 
perlu disesuaikan dengan kondisi ketimpangan yang ada 

Menurut Suryadi (2015) dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah, anggaran 
proporsi adalah metode pembagian dana yang menggunakan persentase tetap dari total 
anggaran untuk setiap jenis kegiatan. Metode ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan 
alokasi antarprogram sehingga tidak ada kegiatan tertentu yang mendominasi anggaran. 

Selanjutnya, Halim (2012) dalam Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa 
anggaran proporsi sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pembagian 
anggaran secara standar. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaannya, memudahkan 
perencanaan dan pengendalian anggaran, serta memberikan kepastian alokasi bagi tiap 
program. Namun, kelemahannya adalah tidak fleksibel dalam menghadapi perbedaan 
kebutuhan antarwilayah dan prioritas pembangunan yang berubah setiap tahun. 

Menurut Mardiasmo (2013) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, 
anggaran proporsi merupakan salah satu bentuk pendekatan normatif, yang artinya alokasi 
dana ditentukan berdasarkan aturan atau persentase yang telah ditetapkan, bukan 
sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan (need-based). Meskipun memberikan 
kepastian alokasi, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran 
program karena tidak mempertimbangkan urgensi usulan dari masyarakat. 

Dalam perspektif teori manajemen publik, Wildavsky (1986) menyatakan bahwa 
penganggaran proporsional merupakan bentuk penganggaran incremental yang relatif 
stabil dari tahun ke tahun. Setiap unit atau program menerima proporsi anggaran yang 
relatif tetap, sehingga mempermudah evaluasi kinerja dan perencanaan jangka panjang. 
Namun, Wildavsky juga menekankan bahwa stabilitas ini terkadang mengurangi 
responsivitas anggaran terhadap kondisi nyata di lapangan, terutama jika kebutuhan 
mendesak muncul di wilayah tertentu. 

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, anggaran proporsi dapat disimpulkan 
sebagai metode pengalokasian yang memprioritaskan stabilitas dan keseimbangan 
antarprogram, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan respons terhadap 
kebutuhan nyata. Oleh karena itu, dalam praktik modern, pendekatan anggaran proporsi 
sering dikombinasikan dengan pendekatan berbasis kebutuhan (need-based budgeting) 
untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan. 

Menurut para ahli, pendekatan terbaik adalah kombinasi kedua metode: 
memberikan baseline yang setara bagi semua kelurahan (Basic Equal Share), sekaligus 
menyesuaikan persentase alokasi program sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing 
wilayah (proporsi berbasis kebutuhan). Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas, 
efisiensi, dan keadilan distribusi anggaran sekaligus tetap mempertahankan 
pemerataan dasar. 

Integrasi antara Basic Equal Share dan anggaran proporsi merupakan pendekatan 
strategis dalam penganggaran kelurahan yang bertujuan untuk menciptakan sistem 
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penganggaran yang seimbang antara pemerataan dan keadilan berbasis kebutuhan. 
Pendekatan ini memadukan dua prinsip utama: alokasi dasar yang merata untuk seluruh 
kelurahan, sekaligus alokasi tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 
spesifik masing-masing wilayah. 

Anggaran proporsi merupakan metode pengalokasian anggaran yang didasarkan 
pada indikator atau variabel tertentu yang mencerminkan kebutuhan pembangunan suatu 
wilayah. Indikator tersebut dapat meliputi: 
• jumlah penduduk 
• luas wilayah 
• tingkat kemiskinan/DTSEN 
• realisasai anggaran 
• jumlah pegawai  
• jumlah RT/RW 

Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Klasifikasi Kelurahan. 
Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti Ketentuan Umum, Penyusunan 
Anggaran Kelurahan, Biaya Operasional Kelurahan, Klasifikasi Kelurahan, evaluasi dan 
Ketentuan Penutup, dengan metode anggaran berbasis proporsi 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai strategi kebijakan perencanaan formulasi penganggaran sarana 
prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui Basic Equal Share dan 
anggaran proporsi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang proses 
perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan di tingkat kelurahan. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang menekankan pada 
pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, kebijakan, dan praktik 
penganggaran di tingkat kelurahan. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan 
analitis, sehingga dapat menjelaskan strategi formulasi penganggaran serta 
dampaknya terhadap pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 

Lokasi penelitian: Dilaksanakan di beberapa kelurahan yang menjadi objek 
studi kasus     untuk menganalisis implementasi penganggaran Basic Equal Share dan 
anggaran proporsi. Subjek penelitian Aparatur kelurahan yang terlibat dalam 
perencanaan dan penganggaran. Dan juga tokoh masyarakat dan perwakilan warga 
yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
dengan teknis pengumpulan data melaui wawancara kepada aparatur kelurahan 
(Lurah), dan tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses 
perencanaan, formulasi anggaran, serta pelaksanaan program dengan observasi 
mengamati secara langsung kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di 
kelurahan, termasuk kegiatan Musrenbang dan pembangunan sarana prasarana 
Lokasi sampel. Data-data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian 
diformulasikan menggunakan pendekatan formula Basic Equal Share dan dianalisis 
menggunakan parameter dan indicator penganggaran pemerintahan wilayah (Zubaidy 
dan Handoyo, 2018). Pengolahan dan analisis data formulasi menggunakan software 
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Microsoft Excel. 
FORMULA ANGGARAN WILAYAH 

 
Akhirnya, pendekatan logic model akan diterapkan untuk mengevaluasi program dan 

sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan yang lebih luas, sehingga dapat membantu 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara keseluruhan 

 
HASIL DAN PEMBAHASANAnalisa Dan Pembahasan 

Thomas R. Dye (1976), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 
“whatever governments choose to do or not to do”, yaitu segala sesuatu yang dipilih oleh 
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam menangani suatu masalah publik. 
Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, 
baik yang bersifat aktif maupun pasif. 

Menurut James E. Anderson (2006), kebijakan publik adalah serangkaian 
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 
aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu. Dalam 
pandangan ini, kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan tunggal, tetapi merupakan 
rangkaian tindakan yang terencana dan berorientasi pada tujuan tertentu. 

Pembahasan 
Hasil penelitian ini membahas strategi kebijakan perencanaan dan formulasi 

penganggaran sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan 
melalui integrasi Basic Equal Share dan Anggaran Proporsi. Analisis difokuskan pada 
bagaimana kedua pendekatan ini diterapkan dalam penganggaran kelurahan, dampaknya 
terhadap pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat.  

Basic Equal Share adalah metode pembagian dana secara rata atau setara, sering 
digunakan dalam alokasi awal atau formula subsidi, sementara Anggaran Proporsi adalah 
pembagian dana berdasarkan persentase atau bobot tertentu (misal: kinerja, jumlah 
penduduk, luas wilayah). Kombinasi keduanya sering digunakan untuk menyeimbangkan 
keadilan merata dan kebutuhan. 
1. Penerapan Basic Equal Share 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dasar (Basic Equal Share) diberikan 
kepada setiap kelurahan sebagai dana minimal untuk membiayai program pembangunan 
dasar. Alokasi ini biasanya digunakan untuk: 
a. Pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada, seperti jalan lingkungan, drainase, dan 

fasilitas publik. 
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat dasar, misalnya pelatihan keterampilan 

dan program kesehatan masyarakat. 
c. Kegiatan administratif kelurahan untuk mendukung pelayanan publik 
Pendekatan Basic Equal Share terbukti efektif dalam menjamin pemerataan dasar 
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pembangunan di seluruh kelurahan, terutama kelurahan dengan kondisi ekonomi 
lebih lemah. Semua kelurahan mendapatkan alokasi yang sama, sehingga tidak ada 

wilayah yang tertinggal dari segi pemeliharaan sarana prasarana maupun 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Metode ini memastikan setiap 
kelurahan mendapatkan porsi anggaran dasar yang sama untuk layanan dasar, 
mengurangi ketimpangan sarana prasarana antarwilayah, serta mempercepat 

pembangunan lokal      
 
 
 
 

 
2.  3             Penerapan Anggaran Proporsi 

Selain alokasi dasar, penelitian menemukan bahwa kelurahan menerima alokasi 
tambahan berbasis proporsi sesuai dengan indikator tertentu: 
a. Jumlah penduduk, sehingga kelurahan dengan populasi lebih besar memperoleh dana 

tambahan. 
b. Kondisi sarana prasarana, terutama kelurahan dengan infrastruktur yang rusak atau 

kurang memadai. 
c. Tingkat kemiskinan dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. 
d. Jumlah RT dan RW 
e. Jumlah penduduk miskin 
f. Jumlah angka stunting 

Alokasi proporsional ini digunakan untuk membiayai pembangunan sarana 
prasarana baru maupun pemeliharaan, perbaikan fasilitas umum, dan program 
pemberdayaan masyarakat yang lebih spesifik, misalnya pemberian operasional 
RT/RW/LPM. 

Pendekatan proporsional memungkinkan penyesuaian alokasi anggaran 
berdasarkan kebutuhan nyata kelurahan, sehingga distribusi dana menjadi lebih adil 
dan tepat sasaran. Wilayah dengan kebutuhan lebih besar mendapatkan tambahan dana, 
sehingga kesenjangan pembangunan antar kelurahan dapat diminimalkan. 

 
        4  Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi kedua metode ini membentuk 

sistem penganggaran yang seimbang: 
1. Alokasi dasar (Basic Equal Share) menjamin pemerataan minimal. 
2. Alokasi proporsional menyesuaikan kebutuhan spesifik, memastikan keadilan berbasis 

kebutuhan. 
Contoh penerapan: 
• Setiap kelurahan menerima Rp 120 juta sebagai alokasi dasar. 
• Kelurahan dengan penduduk besar atau infrastruktur terbatas memperoleh 

tambahan anggaran sesuai dengan perhitungan anggaran sebagai alokasi 
proporsional. 

  5   
Integrasi ini menciptakan efektivitas penganggaran karena: 
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• Setiap kelurahan dapat memenuhi kebutuhan dasar pembangunan. 
• Alokasi tambahan disalurkan sesuai prioritas, sehingga dana publik digunakan lebih 

efisien. 
• Partisipasi masyarakat meningkat, karena alokasi proporsional berdasarkan 

kebutuhan lokal melibatkan aspirasi warga melalui Musrenbang. 
Dampak Terhadap Pembangunan Sarana Prasarana 
• Perbaikan dan pembangunan sarana prasarana menjadi lebih merata di seluruh 

kelurahan. 
• Infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik, dapat 

terjaga dan ditingkatkan secara konsisten. 
• Kelurahan dengan kondisi sebelumnya tertinggal kini mampu mengejar 

ketertinggalannya. 
Pendekatan integratif membantu pemerintah kelurahan mengoptimalkan sumber 
daya terbatas. Alokasi dasar memastikan semua wilayah mendapat perhatian, 
sementara alokasi proporsional mempercepat pembangunan wilayah yang 
membutuhkan perhatian lebih. 
Dampak Terhadap Pemberdayaan Masyarakat 
• Program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran. 
• Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program meningkat karena 

alokasi proporsional disesuaikan dengan kebutuhan lokal. 
• Masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam pembangunan kelurahan, sehingga 

motivasi dan kemandirian meningkat. 
Integrasi kedua metode anggaran ini mendorong pemberdayaan berbasis 

kebutuhan lokal, bukan sekadar program generik. Hal ini membuat program lebih efektif, 
relevan, dan berkelanjutan karena sesuai dengan aspirasi dan potensi masyarakat 
kelurahan. 

Dengan demikian hasil analisis bisa digambarkan bahwa untuk mendekatkan 
kebutuhan anggaran wilayah Kelurahan dalam pelaksanaan Pembangunan sarana 
prasarana serta pemberdayaan Masyarakat yang usulannya melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan digambarkan sebagai berikut : 
1. Perlu adanya anggaran BES minimal Rp;120 Juta/kelurahan/tahun  
2. Perlu adanya anggaran berdasarkan Proporsi yang dilihat dari Luas Wilayah, Jumlah 

penduduk, Data DTSEN , Realisasai penyerapan anggaran dan jumlah pegawai 
dimasing-masing Kelurahan dalam rangka melaksanakan kegiaran Sarana prasarana 
dan pemberdayaan kelurahan untuk mengakomodir Usulan Masyarakat melalui 
Musrenbang. 

3. Pepaduan perhitungan berdasarkan BES dan Proporsi yang diperlukan dalam 
mendukung pelaksanaan Pembangunan Sarana prasarana dan Pemberdayaan 
Masyarakat di 68 Kelurahan sebesar Rp.21.760.000.000 dalam rangka mengakomodir 
usulan Musrenbang Kelurahan dengan alokasi Kelurahan terbesar yaitu Kelurahan 
Katulampa Rp 552.865.722,- dan kelurahan terkecil adalah Kelurahan Pabaton Rp 
194.114.930,-  dengan Rincian sebagai berikut : 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
terkait strategi kebijakan perencanaan formulasi penganggaran sarana prasarana dan 
pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui Basic Equal Share dan anggaran 
proporsi: 
1. Penerapan Basic Equal Share 

o Memberikan alokasi dasar yang sama kepada setiap kelurahan sebagai jaminan 
pemerataan pembangunan minimal. 

o Memastikan setiap kelurahan mampu membiayai program pembangunan sarana 
prasarana dasar dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2. Penerapan Anggaran Proporsi 
o Memberikan alokasi tambahan sesuai indikator kebutuhan, seperti jumlah 

penduduk, kondisi sarana prasarana, dan tingkat kemiskinan. 
o Meningkatkan keadilan dalam distribusi anggaran sehingga wilayah dengan 

kebutuhan lebih besar memperoleh dana lebih tinggi. 
3. Integrasi Basic Equal Share dan Anggaran Proporsi 

o Menghasilkan sistem penganggaran yang merata sekaligus adil, menggabungkan 
pemerataan dasar dengan alokasi berbasis kebutuhan. 

o Mendorong penggunaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan transparan, 
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program pembangunan. 

4. Dampak terhadap pembangunan kelurahan 
o Pembangunan sarana prasarana menjadi lebih merata, terutama di kelurahan yang 

sebelumnya tertinggal. 
o Program pemberdayaan masyarakat lebih relevan dan tepat sasaran, meningkatkan 

kemandirian dan kesejahteraan warga. 
o Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran meningkat karena alokasi 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan. 
Kesimpulan akhir: Integrasi Basic Equal Share dan anggaran proporsi 

merupakan strategi penganggaran kelurahan yang efisien, efektif, dan berkeadilan. 
Pendekatan ini mampu menciptakan pemerataan pembangunan, mendukung 
pemberdayaan masyarakat, serta menjadikan pengelolaan anggaran lebih transparan dan 
akuntabel. Integrasi Basic Equal Share (alokasi merata) dan anggaran proporsi merupakan 

https://www.google.com/search?q=Basic+Equal+Share&sca_esv=2249988ea6ef4f61&hl=ID&source=hp&ei=7MG4aammJaiX4-EP6_-N2QQ&iflsig=AFdpzrgAAAAAabjP_AguXFpzM4J8aoUDgUuMKSfwayqZ&ved=2ahUKEwjRlM7p9qWTAxX_UWwGHSqAHBgQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=Integrasi+Basic+Equal+Share+dan+anggaran+proporsi+merupakan+strategi+penganggaran+kelurahan+yang+efisien%2C+efektif%2C++dan+berkeadilan&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IoMBSW50ZWdyYXNpIEJhc2ljIEVxdWFsIFNoYXJlIGRhbiBhbmdnYXJhbiBwcm9wb3JzaSBtZXJ1cGFrYW4gc3RyYXRlZ2kgcGVuZ2FuZ2dhcmFuIGtlbHVyYWhhbiB5YW5nIGVmaXNpZW4sIGVmZWt0aWYsICBkYW4gYmVya2VhZGlsYW5IAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfC3grDSN4rdRbwpS3n7Ga2t5CZ_0hy1pBcD2wxY32Uy0xLLsWXR8Lq292JmcA3NV06ka3xa97Jw6aCJ22aFufd4aJITsT2i_wcWcCHsTC9jjl6RjXHCNPCWHUl2nRgq8hE&csui=3
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strategi penganggaran kelurahan yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Pendekatan ini 
menggabungkan alokasi dasar untuk memastikan operasional minimal di semua kelurahan, 
dengan alokasi proporsional berdasarkan kebutuhan (jumlah penduduk, kemiskinan, luas 
wilayah) untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 
secara merata.Diharapkan agar perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan 
penganggaran dapat menindaklanjuti dan konsekuen terhadap Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana 
Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan terutama yang 
tercantum dalam Bab II pasal 10 pada poin 2 dimana Anggaran untuk daerah kota 
yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD 
setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendistribusiaan 
anggagrannya mengacu kepada perhitungan metode BES dan Proprosi 
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